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bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 58 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang 

menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala 

Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian 

Intern di Lingkungan Pemerintah secara menyeluruh; bahwa 

berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang 

Hari tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Batang Hari; bahwa berdasarkan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 8 yang menyatakan 

Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota, 

bertanggung-jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP dilingkungan 

masing-masing. 

    - Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi ini adalah : Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494); 

Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang nomor 7 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863); 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 4890); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 99); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 172); Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 

443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 

 

  - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang : Pembentukan Satuan 

Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 

2024. 

CATATAN:  - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Lampiran 2 halaman. 

 


